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PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.05/MEN/2012 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR 

PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN 
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN 

PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa guna mengantisipasi terjadinya permasalahan 
dalam penggunaan alat penangkapan ikan dan alat 
bantu penangkapan ikan tertentu sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan 
Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat 
Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011, dipandang perlu 
mengubah Peraturan Menteri tersebut; 

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan 
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat 
Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;  

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
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9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan 
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat 
Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
137); 

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat 
Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 
PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN 
IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN 
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA. 

Pasal I 

Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIA, yang 
berbunyi sebagai berikut:  

BAB VIIA 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34A 

Ketentuan Alat Penangkapan Ikan (API) dan Alat Bantu Penangkapan Ikan 
(ABPI) berupa: 

a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal dengan alat bantu 
penangkapan ikan (ABPI) berupa rumpon dan lampu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 22 ayat (1); 

b. lampara dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7); 
c. pukat hela dasar berpapan (otter trawls) sebagaimana diatur dalam 

Pasal 24 ayat (2); 
d. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 24 ayat (8); 
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e. bagan berperahu dengan ABPI berupa lampu sebagaimana diatur 
dalam Pasal 26 ayat (2); 

f. pukat labuh (long bag set net) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 
(4);  

g. muro ami sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (11); dan 

h. rawai dasar (set longlines) sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (7);  
mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2013. 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 09 Februari 2012 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SHARIF C. SUTARDJO 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 09 Februari 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*belum dalam bentuk lembaran lepas 
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